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ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 
10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan 
Hibah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme 
Pengelolaan Hibah. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355), PP 10 Tahun 2011 (LN Tahun 
2011 No.23, TLN No.5202), PP 71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.123, TLN No.5165). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Klasifikasi hibah dapat dibedakan menurut bentuk hibah, mekanisme pencairan hibah, 
dan sumber hibah. Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas hibah langsung dalam 
bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung, dilaksanakan melalui 
pengesahan oleh BUN/Kuasa BUN. BUN/Kuasa BUN Pusat/Kuasa BUN Daerah dapat 
melakukan monitoring atas pengelolaan Rekening Hibah. Dalam hal terdapat sisa pagu 
belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang untuk membiayai 
kegiatan pada DIPA K/L tahun anggaran berjalan yang akan digunakan pada tahun 
anggaran berikutnya, dapat menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya. 
Sisa uang yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang, dapat dikembalikan 
kepada Pemberi Hibah sesuai perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan. 
Mekanisme pelaksanaan dan pelaporan atas Pendapatan Hibah Langsung bentuk 
barang/jasa/surat berharga dilaksanakan melalui pengesahan oleh DJPU. K/L yang 
menerima hibah dalam bentuk uang, barang, jasa dan surat berharga yang tidak 
mengajukan register dan/atau pengesahan diberikan sanksi administrasi. Apabila 
terjadi ineligible atas Pendapatan Hibah yang tidak diajukan register dan/atau 
pengesahan oleh K/L, negara tidak menanggung atas jumlah ineligible Pendapatan 
Hibah yang bersangkutan. Terhadap Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk 
barang/jasa/surat berharga yang telah diterima sebelum ditetapkannya Peraturan 
Menteri Keuangan ini serta telah disahkan oleh DJPU, tidak diperlukan pengesahan 
kembali berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini. Terhadap Pendapatan Hibah 
Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang telah diterima sebelum 
ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini namun belum disahkan oleh DJPU, 
dilakukan pengesahan dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan ini. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Permenkeu RI 
255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan Dan Belanja 
Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh 
Kementerian/Lembaga Dalam Bentuk Uang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 30 November 2011. 

  - Lampiran halaman 1-9. 
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